
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPOR BARANG BEKAS 

DI KOTA PAREPARE 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh 

Abdul Khaliq 

NIM. C77219016 
 

 

 

 

 

      UINSA 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

JURUSAN HUKUM PUBIK ISLAM 

PROGRAM STUDI HUKUM 

SURABAYA 

2023 
 

 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
  KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
 

Nama  :  Abdul Khaliq 

NIM  : C77219016 

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pubik Islam 

E-mail address :  khaulik@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan 
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas karya ilmiah : 
     Sekripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain (……………………………) 
yang berjudul :  
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang Bekas Di Kota Parepare 
 
 
 
 
 
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, 
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan 
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan 
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 
 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan 
Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam 
karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
       Surabaya, 22 Mei 2024 
                        
          Penulis 
   
 
 
 
 

             ( Abdul Khaliq ) 
            

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 

PERPUSTAKAAN 
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id 

mailto:khaulik@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

vi 
 

ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Barang 

Bekas di Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan 

masalah, yakni mengenai fungsi pengawasan pemerintah terhadap tindakan impor 

barang bekas di Kota Parepare dan bentuk pengimplementasian Undang-Undang No 

17 tahun 2006 tentang Kepabeanan pada pelaku impor barang bekas di Kota 

Parepare. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data 

tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjabarkan data-data 

yang diperoleh, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta menjabarkan dari 

keseluruhan landasan teori impor, dan penyelundupan dalam Undang-Undang No 17 

tahun 2006 tentang Kepabeanan untuk menganalisis tindakan impor barang bekas di 

Kota Parepare. 

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah Kota Parepare terhadap tindakan impor 

barang bekas telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare melalui 

tindakan preventif seperti sosialisasi di beberapa pasar pakaian bekas di Kota 

Parepare dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan 

impor barang bekas dan menghabiskan stok pakaian bekas/ball press yang tersisa di 

gudang. Dalam pengimplementasian Undang-Undang No 17 tahun 2006 kepada 

pelaku impor barang bekas di Kota Parepare para personil BeaCukai Kota Parepare 

mengakui masih kesulitan atau tidak dapat mengimplementasikan Undang-Undang 

No 17 tahun 2006 kepada pelaku impor barang bekas yang ada di Kota Parepare. 

Ada kendala ketika hendak memberlakukan peraturan tersebut, seperti pakaian 

bekas/ball press yang masuk di Kota Parepare ini hanya berasal dari beberapa pulau 

yang berada di sekitar Kota Parepare yakni pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, 

sehingga pakaian bekas tersebut tidak tergolong barang impor seperti yang dimaksud 

dalam Undang-Undang. Kendala kedua yang dialami personel BeaCukai ialah 

pembuktian pakaian bekas/ball press apakah termasuk pakaian bekas pemakaian 

masyarakat pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan atau murni berasal dari pemakaian 

bekas masyarakat luar negeri. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan: Pertama, 

pemerintah harus lebih memperhatikan nilai sosiologis yang ada di masyarakat agar 

tidak terjadi ketimpangan sosial di masyarakat dan masyarakat tidak merasa 

dirugikan oleh kebijakan yang dibentuk oleh pemangku kebijakan. Kedua, terhadap 

pelaku importir barang bekas/ball press agar mengindahkan aturan yang dibentuk 

oleh pemerintah agar tidak merusak sendi-sendi negara, kemudian ketika terjadi 

perbedaan pendapat terhadap pemerintah agar didiskusikan kepada pemerintah 

daerah dan pemerintah terkait. 
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